BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 061 /Kep.176-Org/2021

TENTANG

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran dan
efektivitas pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Majalengka, perlu Lkoordinasi yang
melibatkan berbagai instansi yang terintegrasi dalam
satu tim;

bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Bupati
Majalengka Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan  Sistem  Pemerintahan  Berbasis
Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Majalengka, pembentukan Tim Koordinasi SPBE
Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan
Bupati;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten
Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana tela
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
" Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601});

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149);
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Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 185 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6400);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu
Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 112);

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang
kebijakan dan strategi nasional pengembangan
e-government;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan
Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi
Nasional,

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 154);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2008 Nomor 12};
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

292. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 13 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2021 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi SPBE, dengan
susunan personalia sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU, mempunyai tugas melakukan koordinasi dan
penerapan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Majalengka.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
Diktum KEDUA, Tim Koordinasi SPBE mempunyai fungsi
sebagai berikut :

a. Penyusunan dan penerapan kebijakan  SPBE
(perencanaan induk, arsitektur, dan Peta Rencana SPBE
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Tahunan,
integrasi  proses  bisnis, penganggaran  SPBE,
Penyusunan kebutuhan Sumber Daya Manusia} di
Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka;

b. Pengoordinasian kegiatan SPBE dalam pelaksanaan
tugas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Majalengka;

¢. Pengoordinasian kegiatan SPBE dengan instansi Pusat
dan Pemerintah Daerah lain;

d. Pembinaan terhadap kegiatan SPBE di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka;
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e. Penyelenggaraan kerjasama dalam rangka penerapan
SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Majalengka; '

f. Peningkatan keterpaduan pelaksanaan tata kelola
SPBE, manajemen SPBE dan audit teknologi informasi
dan komunikasi; dan B

g. Pemantauan dan evaluasi SPBE di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata

terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 3 Maret 2021

BUPATI MAJALENGKA,

KARNA SOBAHI
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KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor
Tanggal
Tentang

: 061/Keps 176=0rg/2021
: 3 Maret 2021
: TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN

BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA.

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

Pembina
Ketua
Wakil Ketua

Sekretaris

. Anggota

Bupati Majalengka.

: Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.

: Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
Kabupaten Majalengka.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Daerah Kabupaten Majalengka.

1.
2.

Inspektur Kabupaten Majalengka;

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan  Daerah
Kabupaten Majalengka;

.Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Majalengka;
. Kepala Badan Kepegawaian dan

Pengembangan  Sumber Daya Manusia
Kabupaten Majalengka;

. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Kabupaten Majalengka;

. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA,

Y

KARNA SOBAHI
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